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RENCANA |

NDUK FREKUENSI RADIO UNTU

KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN
FREQUENCY MODULATION

(Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika R.]
Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan atas
kebutuhan kanal frekuensi radio siaran Frequency
Modulation dan penyempurnaan penataan kanal
frekuensi radio sebagai akibat terjadinya peruba-
han wilayah administratif di Indonesia yang ber-
dampak pada perubahan wilayah layanan peny-
elenggaraan radio siaran Frequency Madulation
secara nasional, Peraturan Menteri Perhubungan
KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk
(Masterplan} Frekuensi Radio Penyelenggaraan
Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan radio
siaran FM (Frequency Moduiation) sebagaima-
na telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomar 13/PER/M.KOMINFQ/08/2010 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Per-
hubungan KM.15 Tahun 2003 tentang Rencana
Induk {Masterplan) Frekuensi Radio Penyeleng-
garaan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan
Radio Siaran FM {Frequency Modulation) perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Komunikasi dan Informatika ten-
tang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keper-
luan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency
Moduiation:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
‘Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik indonesia No-
mor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten-
tang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 ten-
tang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Pe-
nyiaran Publik {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4485):
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Pe-
nyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun. 2005 Nomor 128, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4567);
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Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departe-
men Komunikasi dan Informatika {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 5749);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Komunikasi dan Informatika
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 96};

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa-
tika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lemba-
ga Penyiaran Komunitas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1018);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 103};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFOR-
MATIKA TENTANG RENCANA INDUK FREKUENSI
RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN
RADIO SIARAN FREQUENCY MODULATION.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengka-
pan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
Perangkat adalah sekelompok alat telekomunikasi
yang memungkinkan bertelekomunikasi.
Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang

menggunakan dan memancarkan gelombang ra-

dio.

Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perang-
kat pemancar atau penerima atau gabungan dari
perangkat pemancar dan penerima termasuk alat
perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi un-

5.

10,

11.

12.
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14.
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tuk menyelenggarakan komunikasi radio.
Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita
frekuensi radio.

Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum
frekuensi radio yang mempunyai lebar'tertentu.
Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita
frekuensi radic yang ditetapkan untuk suatu sta-
siun radio.

Frequency Modulation yang selanjutnya disingkat
FM adalah suatu metode pengiriman sinyal infor-
masi dengan cara menumpangkan sinyal informa-
si melalui gelombang pembawa (carrier) dengan
cara memodulasi frekuensi radio. -
Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita
frekuensi radio tertentu dalam tabel alokasi spe-
ktrum frekuensi radio Indonesia dengan tujuan
untuk digunakan oleh satu atau beberapa dinas
radio komunikasi teresterial atau dinas radic ko-
munikasi ruang angkasa berdasarkan persyaratan
tertentu. Istilah ini wajib diterapkan pula untuk
pita frekuensi radio terkait.

Penetapan (assignment) Pita Frekuensi Radio
atau Kanal Frekuensi adalah otorisasi yang diberi-
kan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri
kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan
frekuensi radio atau kanal frekuensi radio ber-
dasarkan persyaratan tertentu.

Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum !

frekuensi radio dalam bentuk kanal yang selan-
jutnya disebut ISR adalah izin penggunaan dalam
bentuk Kanal Frekuensi Radio berdasarkan per-
syaratan tertentu.

Effective Radiated Power yang selanjutnya dis-
ingkat ERP adalah hasil kali dari daya yang di-
berikan ke antena dengan penguatan (gain) relatif
terhadap antena dipcle setengah gelombang.
Effective Height Above Average Terrain yang
selanjutnya disingkat EHAAT adalah ketinggian
efektif suatu antena pemancar yang dihitung dari
rata-rata permukaan tanah yang berada diantara
3 km sampai dengan 15 km dari lokasi pemancar.
Frekuensi Radio Pemisah adalah besaran spasi
kanal yang digunakan antara LPP/LPS dengan
LPK.

Wilayah. Layanan (service area) adalah wilayah
penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari
gangguan (interference) sinyal frekuensi radio
lainnya.

Pusat Wilayah Layanan adalah titik referansi yang
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digunakan untuk menentukan batasan terluar dari
suatu wilayah layanan. 5

. Lembaga Penyiaran Komunitas Radio yang selan-

jutnya disebut LPK Radio adalah lembaga peny-
iaran radio yang berbentuk Badan Hukum Indo-
nesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat
independen, dan tidak komersial, dengan daya
pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas,
serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya dis-
ingkat LPS adalah lembaga penyiaran yang bersi-
fat komersial berbentuk badan hukum Indonesia,
yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan
jasa penyiaran radio.

Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya dis-
ingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang ber-
bentuk badan hukum yang didirikan oleh negara,
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan
berfungsi memberikan layanan untuk kepentin-
gan masyarakat.

Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas
dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sum-
ber Daya dan Perangkat Pos dan Infermatika.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2
Pita Frekuensi Radio untuk keperluan penye-

lenggaraan radio siaran FM dialokasikan pada frekue-
nsi radio 87,6 MHz — 108 MHz.

BAB Il
KETENTUAN TEKNIS
' Pasal 3
Setiap penyelenggaraan radio siaran FM wajib

memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

d.

spasi antar kanal frekuensi radio yang digunakan
adalah 100 kHz untuk LPP, LPS dan LPK tercan-
tum dalam Lampiran | yang merupakan bagian ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
transmisi yang digunakan dalam radio siaran FM
untuk LPP dan LPS dengan deviasi frekuensi (fre-
quency deviation} untuk transmisi mono atau ste-
reo paling tinggi + 75 kHz pada 100% modu-
lasi dengan spesifikasi pengukuran Qut of Band
Spuricus Emission tercantum dalam Lampiran
il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

c.

(1}

(2)

transmisi yang digunakan dalam radio siaran FM
untuk LPK dengan deviasi frekuensi (frequency
deviation) untuk transmisi mono atau stereo pal-
ing tinggi £ 50 kHz dengan spesifikasi pengu-

. kuran Qut of Band Spurious Emission tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

toleransi frekuensi radio pemancar (transmitter
frequency tolerance) sebesar 2 000 Hz sesuai
dengan Appendix 3 Radio Regulation;

level 'spurious emission paling rendah 60 dB di
bawah level mean power sesuai dengan Appen-
dix 3 Radio Regulation; :

lebar pita (bandwidth) pada 100% modulasi yang
digunakan paling besar 300 kHz;

oscillator harus mempunyai stabilitas frekuensi
radio tengah (centre frequency stability) paling
tinggi £ 200 Hz dari frekuensi radio tengah; dan
rasio -proteksi penyelenggaraan radio siaran FM
yang digunakan harus sesuai dengan rekomen-
dasi ITU-R BS.412-9 sebagai berikut:

frequency offset mono stereo

{KHz) (dB) (dB)
0 28 37

100 12 25

200 6 7

300 -7 -7

400 -20 -20

Pasal b

Stasiun Radio untuk LPP dan LPS dapat diklasifi-

kasikan dalam 3 (tiga) kelas sebagai berikut:

a. Kelas A dengan ERP antara 15 (lima belas)
kW sampai dengan 63 (enam puluh tiga} kW,
dengan titik terluar wilayah layanan paling
jauh 30 (tiga puluh) km dari pusat wilayah
layanan;

b. Kelas B dengan ERP antara 2 {dua} kW sam-
pai dengan 15 (lima belas) kW, dengan titik
terluar wilayah layanan paling jauh 20 (dua
puluh} km dari pusat wilayah layanan; dan

c. Kelas C dengan ERP paling tinggi 4 {empat}

kW, dengan titik terluar wilayah layanan pal-
ing jauh 12 {dua belas) km dari pusat wilayah
layanan.
Stasiun Radio untuk LPK diklasifikasikan dalam
kelas D dengan ERP paling tinggi 50 (lima puluh)
watt, dengan wilayah layanan paling jauh 2,5
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(dua koma lima) km dari lokasi stasiun pemancar.
Stasiun Radio untuk LPK sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} wilayah layanannya dapat melebihi
2,5 (dua koma lima) km dari lokasi stasiun peman-
car atau ERP dapat melebihi 50 (lima puluh) watt
sesuai dengan kebutuhan informasi komunitas di
daerah yang sebaran penduduknya tidak padat
dan terpencil.

Wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ha-
sil evaluasi teknis dari Direktorat Jenderal.

Titik terluar Wilayah Layanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1)} dan ayat (2) besaran kuat
medan (field strength) dibatasi paling tinggi 66
dBuV/m.

Ketentuan besaran ERP dan EHAAT paling tinggi
untuk setiap kelas tercantum dalam Lampiran Ill
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pusat Wilayah Layanan untuk Stasiun Radio LPP
dan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 6
Stasiun Radio kelas A sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperuntukkan
khusus bagi radio siaran di Daerah Khusus lbuko-
ta Jakarta dan daerah perbatasan dengan negara
lain.
Stasiun Radio kelas B sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi
radio siaran di Ibukota Propinsi termasuk Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
Stasiun Radio kelas C sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ diperuntukkan bagi
radio siaran di wilayah selain sehagaimana dimak-
sud pada ayat {1} dan ayat (2).
Stasiun Radio kelas D sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) diperuntukkan bagi radio
siaran komunitas sepanjang secara teknis me-
mungkinkan.

Pasal 7
Penyelenggaraan radio siaran FM yang berada
di daerah perbatasan dengan negara lain wajib
mengikuti pemetaan wilayah layanan sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

(2) Penyelenggara radio siaran FM vyang berada
di daerah perbatasan dengan negara lain seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meng-
gunakan Stasiun Radio sampai dengan kelas A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a.

Pasal 8

(1) Berdasarkan ketentuan teknis sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan peren-
canaan kanal {channeling plan} tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{2) Perencanaan penggunaan kanal untuk radio si-
aran FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
digunakan untuk:

a. LPP;
b. LPS; dan
c. LPK.

{3) Perencanaan kanal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. nomor kanal 1 s.d. 200 digunakan untuk LPP
dan LPS;
b. nomor kanal 202, 203 dan 204 untuk LPK.

BAB Il
PEMETAAN KANAL FREKUENSI RADIO
UNTUK STASIUN RADIO SIARAN
FREQUENCY MODULATION
Pasal 9
Setiap penyelenggaraan radio siaran FM untuk
LPP dan LPS wajib mengikuti pemetaan Kanal Frekue-
nsi Radio untuk keperluan radio siaran FM tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
ISR untuk keperluan LPP dan LPS diberikan
berdasarkan perencanaan Kanal Frekuensi Radio seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (3) huruf a.

Pasal 11
ISR untuk keperluan LPK diberikan berdasar-
kan perencanaan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dengan ter-
lebih dahulu dilakukan kajian teknis cleh Direktorat
Jenderal.
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BAB IV
SERTIFIKAS| PERANGKAT
Pasal 12
Setiap alat dan perangkat telekomunikasi
yang digunakan untuk keperluan radio siaran FM LPP,
LPS dan LPK wajib memiliki sertifikat alat dan perang-
kat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALJAN
Pasal 13
Direktur Jenderal melaksanakan Pengawasan
dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan
Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
penggunaan Kanal Frekuensi Radio untuk penyeleng-
garaan radio siaran FM yang telah memiliki ISR dari
Direktorat Jenderal sebelum ditetapkannya Peraturan
Menteri ini, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu} ta-
hun terhitung sejak diundangkan Peraturan Menteri
ni.

Pasal 15
Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimak-

'sud dalam Pasal 14 terdapat Perubahan Kanal Frekue-

nsi Radio sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Menteri ini, penetapan Kanal Frekuensi Radio dan
waktu penyesuaian ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Per- |

hubungan KM.15 Tahun 2003 tentang Rencana
Induk {Masterplan) Frekuensi Radic Penyeleng-
garaan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan
Radio Siaran FM (Frequency Modulation);

b. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 15 Ta-
hun 2003 tentang Rencana Indul {Masterplan)
Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi
Khusus ur uk Keperluan Radio Siaran FM (Fre-
quency M. lulation);

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nemor KM. 15
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003
tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi
Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
untuk Keperluan Radio Siaran FM ({Frequency
Modulation);

d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 27
Tahun 2004 tentang Penetapan dan Tata Cara
Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Peny-
elenggara Radio Siaran FM (Frequency Moduia-
tion}; dan

e. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomu-
nikasi Nomor 15A/DIRJEN/2004 tentang Keten-
tuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi
Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Fre-
quency Modulation},

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017
MENTER] KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
td.
RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 187
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